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GUBERNUR SULAWESI SELATAN 

 
 
 

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN 
                                   NOMOR 6 TAHUN 2017 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI 

SELATAN NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN 
JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  

TAHUN 2013-2018 
 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

GUBERNUR SULAWESI SELATAN, 

Menimbang: a.  bahwa Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 

Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 

Tahun 2013-2018 tidak relevan dengan perangkat 

daerah sebagai penanggung jawab program  sebagaimana 

diatur Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah; 

 b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tidak 

sesuai lagi dengan proyeksi pendapatan daerah 

berdasarkan pertumbuhan ekonomi; 

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi 

Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 Tentang  

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018; 

Mengingat:     1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan 

Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah 

(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 

151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2102), Jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
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Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan 

Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah 

Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan 

Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2687); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

4.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Nomor 4286); 

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Nomor 4725); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan   Peraturan  Perundang–undangan 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234);   

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang 

Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 

Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Nomor 3373); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4578); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4983); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang  

Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Nomor 4815); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang 

Tata Cara Penyelenggaraan Lingkungan Hidup Strategis 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5941); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

19. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik  

Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 

Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, 

Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 517); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 

tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan   

Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana 

Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 994); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 

tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi 

Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 1045); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 
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24.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan 

Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

518;) 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 

tentang Penyusunan Rencana Kerja Daerah Tahun 2018 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

718); 

26. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 

Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-

2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 

Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah 

Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi 

Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 

Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-

2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 

Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah 

Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283); 

27. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 

Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah 

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2, 

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 

Nomor 251); 

28. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 

Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 

2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 

Tahun 2013 Nomor 10) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan 
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Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 

(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 

2015 Nomor 9); 

29. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 

Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi 

Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran 

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293); 
       

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI SULAWESI SELATAN 

dan 

GUBERNUR SULAWESI SELATAN 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 

10 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN 

JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI SULAWESI 

SELATAN TAHUN 2013-2018. 

 

Pasal  I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi 

Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi 

Selatan Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi 

Sulawesi Selatan  Tahun 2013, Nomor 10), sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 (Lembaran 

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 9), 

diubah sebagai berikut: 
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1. Ketentuan angka 1, angka 3, angka 5, angka 9, angka 10, 

dan angka 17 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 sebagai 

berikut: 

 

Pasal  I 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Daerah 

Provinsi Sulawesi Selatan. 

2. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan. 

3. Pemerintah Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut 

Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur 

penyelenggara  Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat 

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang berkedudukan 

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

6. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan 

tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan 

pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang 

tersedia. 

7. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber 

daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan 

masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, 

kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap 

pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun 

peningkatan indeks pembangunan manusia. 

8. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu 

proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang 

melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan 

didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian 

sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan 

kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan 

wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. 
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9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen 

perencanaan pembangunan Provinsi periode 20 (dua 

puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai tahun 

2025. 

10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen 

perencanaan nasional untuk periode 5 (lima) tahun 

terhitung mulai Tahun 2015-2019. 

11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang 

selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen 

perencanaan pembangunan Daerah periode Tahun 

2013-2018, yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi 

dan Program Gubernur/Kepala Daerah dengan 

berpedoman pada RPJPD serta mengacu pada RPJMN. 

12. Visi Daerah adalah rumusan umum mengenai keadaan 

yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pada 

tahun 2018. 

13. Misi daerah adalah rumusan umum mengenai upaya-

upaya yang akan dilaksanakan untuk mendukung 

terwujudnya Visi. 

14. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-

program indikatif yang mewujudkan Visi dan Misi. 

15. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh 

Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. 

16. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya 

disingkat Bappeda adalah Perangkat Daerah Provinsi 

yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas 

dan fungsi perencanaan pembangunan di daerah. 

17. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah 

Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Daerah. 

18. Program adalah bentuk instrument kebijakan yang 

berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh 

PD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh 

pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan 

pembangunan daerah. 
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19. Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan 

untuk mencapai secara langsung sasaran program 

prioritas. 

 

2. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) dihapus, sehingga Pasal 15 

berbunyi sebagai berikut: 

(1) Dihapus. 

(2) Apabila dalam perjalanan pelaksanaan RPJM Daerah 

hingga Tahun 2018 terdapat kebijakan Pemerintah 

pusat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-

undangan yang berimplikasi terhadap dokumen 

Perubahan RPJM Daerah ini, maka akan di lakukan 

perbaikan dan penyesuaian pada Dokumen Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan 

Peraturan Gubernur. 

(3) Kebijakan Pemerintah Pusat sebagai dimaksud pada ayat 

(2) berkenaan pengaturan dan implementasi 

penyelenggaraan kewenangan/urusan Pemerintahan 

Daerah Provinsi sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, dan kebijakan dibidang keuangan terkait 

alokasi dana transfer ke Daerah. 
 

3. Di antara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) BAB, 

yakni BAB VIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:  

 

 

BAB VIIA 

KETENTUAN LAIN-LAIN 
 

4. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) Pasal, 

yakni Pasal 16 A sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

 

Pasal 16A 

 

Gubernur pada Tahun terakhir pemerintahannya 

diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

(RKPD) dengan mengacu pada RPJPD Provinsi Sulawesi 

Selatan Tahun 2008-2028. 
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5. Mengubah Lampiran sehingga menjadi sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 

Pasal II 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 

penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi 

Selatan. 

 

       Ditetapkan di Makassar 

       pada tanggal, 25 Oktober 2017 

 GUBERNUR SULAWESI SELATAN, 

 

TTD 
  

 

 

 

 

 

             SYAHRUL YASIN LIMPO 
 

Diundangkan di Makassar 
pada tanggal, 25 Oktober 2017       
     

   SEKRETARIS DAERAH 

PROVINSI SULAWESI SELATAN, 

 

TTD 

 
 

            ABDUL LATIF 

 
 

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 6 
 

NOREG. PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN:(6/262/2017) 

 

 


